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INOVASI
SIHARGA (Sistem Informasi Harga Satuan)


BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, ketersediaan data harga satuan barang dan jasa yang akurat, terkini, dan terdokumentasi dengan baik merupakan prasyarat utama untuk menciptakan perencanaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, pada praktiknya, proses pengajuan usulan harga dari perangkat daerah masih banyak dilakukan secara manual, memakan waktu, dan rentan terhadap keterlambatan serta ketidaksesuaian informasi. Hal ini tidak hanya menghambat kelancaran penyusunan anggaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi melalui Bidang Aset menangkap kebutuhan untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan Standar Satuan Harga (SSH). Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan inovasi SIHARGA (Sistem Informasi Harga Satuan), sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pengusulan, verifikasi, dan integrasi harga satuan barang dari seluruh perangkat daerah. Dengan sistem ini, proses yang semula dilakukan secara konvensional dapat beralih menjadi proses yang digital, efisien, dan terhubung langsung dengan sistem perencanaan anggaran nasional (SIPD).
Inovasi SIHARGA lahir dari kebutuhan konkret akan instrumen penganggaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Aplikasi ini tidak hanya mempercepat alur usulan harga barang dan jasa dari OPD, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan standar dalam penetapan harga satuan. Data yang masuk ke sistem telah melalui proses penyesuaian terhadap variabel ekonomi seperti inflasi, PPN, ongkos kirim, dan biaya pemasangan, sehingga menghasilkan acuan harga yang realistis dan komprehensif untuk digunakan dalam dokumen RKA dan DPA.
Penerapan aplikasi SIHARGA terbukti mampu memperbaiki tata kelola penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui sistem ini, proses integrasi usulan harga ke dalam sistem perencanaan SIPD dapat dilakukan secara otomatis setelah melalui persetujuan internal. Inovasi ini secara nyata memotong waktu proses, mengurangi beban birokrasi, dan meningkatkan akurasi data anggaran. Selain itu, SIHARGA mendukung prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, SIHARGA mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi ini juga berkontribusi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Dengan penguatan regulasi, pelatihan SDM, dan strategi keberlanjutan yang matang, SIHARGA menjadi contoh nyata transformasi digital dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia.
B. TUJUAN
Program SIHARGA dikembangkan dengan tujuan utama menciptakan sistem pengelolaan standar satuan harga yang terstruktur, efisien, dan terintegrasi dalam proses penyusunan anggaran perangkat daerah di Kota Bekasi. Tujuan jangka pendek dari inovasi ini adalah mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan serta verifikasi usulan harga barang dan jasa dari seluruh OPD melalui sistem berbasis digital, menggantikan metode manual yang selama ini memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.
Dalam jangka menengah, SIHARGA ditujukan untuk memperkuat akurasi, transparansi, dan konsistensi data harga barang yang digunakan dalam dokumen perencanaan anggaran seperti RKA dan DPA. Sistem ini memungkinkan perangkat daerah untuk mengakses referensi harga yang telah divalidasi, sehingga seluruh proses penganggaran dapat berjalan berdasarkan standar yang sah dan tidak melebihi batas tertinggi yang telah ditetapkan melalui regulasi resmi pemerintah daerah.
Lebih jauh lagi, SIHARGA bertujuan mendorong efisiensi birokrasi dalam pengelolaan data aset dan perencanaan keuangan daerah. Dengan terhubungnya SIHARGA ke sistem perencanaan anggaran nasional (SIPD), proses integrasi data menjadi lebih otomatis, mengurangi potensi redundansi pekerjaan administratif, dan mempercepat siklus perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bekasi.
Untuk jangka panjang, SIHARGA diarahkan sebagai model inovasi pengelolaan data harga barang/jasa yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain, terutama dalam konteks penguatan sistem informasi keuangan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, SIHARGA diharapkan menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis data, transparan, dan akuntabel.
Program ini juga diorientasikan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam misi membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Dengan penyediaan fasilitas teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan komitmen kelembagaan, SIHARGA membuktikan bahwa digitalisasi birokrasi dapat menjadi kunci akselerasi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
C. MANFAAT
Implementasi inovasi SIHARGA oleh BPKAD Kota Bekasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses penganggaran di lingkungan pemerintah daerah. Sebelum adanya aplikasi ini, usulan harga satuan barang dan jasa disampaikan secara manual melalui dokumen tertulis, yang kerap kali menimbulkan keterlambatan proses, potensi ketidaksesuaian data, dan beban administratif tinggi. Melalui SIHARGA, perangkat daerah kini dapat menginput langsung usulan harga ke dalam sistem digital yang terintegrasi, sehingga mempercepat proses validasi dan persetujuan dari Bidang Aset.
Salah satu manfaat paling nyata dari SIHARGA adalah meningkatnya efektivitas koordinasi antar-OPD dalam proses perencanaan anggaran. Data harga barang dan jasa yang telah disetujui dalam aplikasi SIHARGA secara otomatis terintegrasi ke dalam sistem perencanaan SIPD, sehingga mempercepat penyusunan dokumen RKA dan DPA. Hal ini tidak hanya memangkas waktu proses, tetapi juga meningkatkan ketepatan perhitungan alokasi anggaran yang didasarkan pada harga yang sah dan mutakhir, serta mengurangi risiko duplikasi atau manipulasi harga.
Dari sisi regulasi dan tata kelola, SIHARGA memperkuat pelaksanaan kebijakan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran perangkat daerah. Dengan memanfaatkan variabel seperti inflasi, PPN, ongkos kirim, dan biaya pemasangan, sistem ini menyajikan perhitungan harga yang lebih realistis dan komprehensif. Manfaat ini sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi anggaran dan transparansi penggunaan anggaran publik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Secara strategis, SIHARGA juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Inovasi ini mendukung reformasi birokrasi melalui penerapan teknologi informasi yang memperkuat tata kelola keuangan publik. Selain itu, SIHARGA membantu mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif, sejalan dengan misi pembangunan daerah yang berbasis data dan teknologi.
Dari perspektif keberlanjutan, SIHARGA telah dibangun dengan mekanisme operasional yang mendukung kelangsungan jangka panjang, mulai dari pembentukan tim pengelola di Bidang Aset BPKAD, hingga sosialisasi kepada seluruh perangkat perencana di OPD. Dengan dukungan APBD Kota Bekasi dan pelatihan yang berkelanjutan, SIHARGA tidak hanya menjadi aplikasi teknis, tetapi juga pendorong transformasi budaya kerja di sektor pemerintahan. Inovasi ini membuka peluang untuk direplikasi di daerah lain sebagai best practice dalam digitalisasi perencanaan anggaran daerah.
D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH
Inovasi SIHARGA merupakan wujud respon cepat Pemerintah Kota Bekasi dalam menjawab permasalahan lambatnya proses penyusunan harga satuan barang dan jasa di lingkungan perangkat daerah. Kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta ketidakefisienan dalam penyampaian usulan secara manual selama bertahun-tahun menjadi pemicu utama perlunya solusi sistemik dan digital. Identifikasi kebutuhan terhadap sistem penginputan dan verifikasi harga yang lebih cepat dan akurat dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023, dan secara progresif direspons oleh BPKAD melalui pembangunan aplikasi SIHARGA yang mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 2023 dan mulai digunakan pada akhir tahun yang sama.
Proses pengembangan aplikasi SIHARGA dilakukan dalam waktu relatif singkat dengan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif. Tim dari Bidang Aset BPKAD melakukan pemetaan kebutuhan perangkat daerah, menyiapkan format sistem yang responsif terhadap alur kerja perencanaan anggaran, serta menyusun skema integrasi dengan sistem SIPD. Dengan memanfaatkan dasar hukum yang sudah tersedia, seperti Permendagri 108/2016, Kepmendagri 1317/2023, dan Kepwal Kota Bekasi Tahun 2024 tentang SSH, pengembangan sistem dilakukan tanpa harus menunggu regulasi baru, namun tetap dalam koridor legal yang kuat.
Kecepatan penciptaan SIHARGA juga tidak terlepas dari dukungan kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan efisiensi tata kelola keuangan daerah. Pimpinan BPKAD mendorong tim teknis dan tim perencana anggaran untuk bergerak serentak mengatasi hambatan lama, seperti keterlambatan input harga dalam dokumen RKA dan DPA. Dalam waktu kurang dari satu tahun, proses input manual yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu dapat dipangkas menjadi hanya hitungan hari, bahkan jam, setelah usulan harga barang disetujui dalam sistem SIHARGA.
Selain efisiensi teknis, keberhasilan SIHARGA dalam diciptakan dengan cepat juga didorong oleh pendekatan partisipatif. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan kepada seluruh pejabat perencana di tiap OPD untuk memastikan mereka memahami cara kerja sistem. Feedback dari pengguna dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan teknis secara iteratif. Bahkan, pada tahap awal penggunaan, sistem ini telah berhasil mengurangi beban kerja administrasi di Bidang Aset dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis data yang lebih akurat dan mutakhir.
SIHARGA membuktikan bahwa inovasi digital dalam pemerintahan daerah tidak harus menunggu waktu bertahun-tahun. Dengan perencanaan yang cermat, kepemimpinan yang progresif, serta pemanfaatan regulasi yang sudah ada, Pemerintah Kota Bekasi mampu menciptakan sistem informasi strategis hanya dalam waktu beberapa bulan. Inovasi ini layak dijadikan contoh percepatan reformasi tata kelola penganggaran di daerah lain, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berbasis data.
E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)
Dalam implementasi inovasi SIHARGA, Pemerintah Kota Bekasi melalui BPKAD secara progresif mengadopsi teknologi informasi sebagai inti dari reformasi proses penganggaran daerah. Aplikasi SIHARGA dirancang dan dibangun dengan memanfaatkan sistem digital berbasis web yang memungkinkan proses input, verifikasi, dan validasi usulan harga barang dari seluruh perangkat daerah dilakukan secara daring dan real-time. Digitalisasi ini menjadi solusi strategis atas permasalahan birokrasi yang lambat, tumpang tindih dokumen, dan ketidakpastian status usulan harga satuan yang selama ini terjadi.
Sebelum adanya SIHARGA, seluruh usulan harga barang masih disampaikan secara tertulis dalam format manual kepada Bidang Aset BPKAD. Proses ini tidak hanya memakan waktu yang panjang, tetapi juga rawan kesalahan dan kehilangan dokumen. Dengan hadirnya sistem SIHARGA, usulan dapat langsung diinput oleh perangkat daerah melalui antarmuka digital, disertai dengan referensi harga, dokumentasi pendukung, serta perhitungan otomatis terhadap variabel tambahan seperti inflasi, PPN, ongkos kirim, dan biaya pemasangan. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penetapan harga satuan tertinggi.
Integrasi SIHARGA dengan sistem penganggaran nasional seperti SIPD juga merupakan lompatan besar dalam pemanfaatan teknologi informasi. Setelah disetujui oleh BPKAD, usulan harga secara otomatis akan masuk ke dalam sistem SIPD tanpa perlu input ulang. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga menjamin kesesuaian data antar sistem dan meminimalkan potensi kesalahan penginputan yang berdampak pada penyusunan RKA dan DPA.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam SIHARGA juga memperkuat aspek monitoring dan evaluasi. BPKAD membangun dashboard internal yang dapat diakses oleh tim perencana, auditor internal, dan pimpinan OPD untuk melihat status usulan, grafik tren harga, serta catatan persetujuan atau penolakan usulan. Penggunaan sistem log dan jejak audit digital juga memungkinkan setiap proses dapat ditelusuri secara akurat, menjadikan SIHARGA sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan good governance di bidang perencanaan anggaran.
Ke depan, BPKAD Kota Bekasi berencana mengembangkan fitur tambahan dalam SIHARGA, termasuk sistem notifikasi otomatis ke perangkat daerah terkait status usulan, integrasi dengan e-catalog daerah, serta modul pelaporan berbasis indikator belanja daerah. Dengan demikian, penggunaan IT dalam inovasi SIHARGA tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga transformasi struktural menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap tantangan era digital.


BAB II
KERANGKA PIKIR
A. KEBAHARUAN
Inovasi SIHARGA yang diinisiasi oleh BPKAD Kota Bekasi merupakan terobosan baru dalam sistem penyusunan anggaran daerah, khususnya dalam penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang selama ini bersifat manual, tidak efisien, dan rentan kesalahan. Kebaruan utama dari SIHARGA terletak pada transformasi proses pengusulan dan validasi harga satuan barang dari bentuk fisik ke sistem digital yang terintegrasi langsung dengan aplikasi perencanaan anggaran nasional (SIPD). Hal ini memberikan dampak besar terhadap percepatan, akurasi, dan akuntabilitas proses penganggaran di seluruh perangkat daerah.
Berbeda dengan pendekatan konvensional, SIHARGA memungkinkan setiap perangkat daerah di Kota Bekasi untuk mengusulkan harga barang/jasa secara daring, disertai referensi harga, komponen biaya tambahan seperti PPN, inflasi, dan ongkos kirim, serta dokumentasi pendukung yang terstandardisasi. Usulan tersebut kemudian diproses secara otomatis oleh sistem hingga tahap persetujuan oleh Bidang Aset BPKAD dan integrasi ke dalam SIPD. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam dengan validasi yang lebih akurat dan terarsip dengan baik.
Kebaruan lain dari SIHARGA adalah keberaniannya mendobrak budaya birokrasi yang lamban dalam proses penganggaran. Melalui digitalisasi proses SSH, aplikasi ini tidak hanya mengefisiensikan kerja aparatur sipil negara, tetapi juga menciptakan jejak digital yang dapat ditelusuri untuk keperluan monitoring, audit, dan evaluasi. Ini menjadikan SIHARGA sebagai pionir dalam reformasi perencanaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat dijadikan role model oleh daerah lain.
SIHARGA juga mengintegrasikan nilai-nilai inovasi pelayanan publik yang responsif dan adaptif. Dalam pengembangannya, SIHARGA melibatkan pengguna langsung dari seluruh OPD di Kota Bekasi melalui pelatihan dan uji coba sistem, yang memastikan sistem ini tidak hanya “top-down” tetapi juga inklusif dan sesuai kebutuhan teknis pengguna lapangan. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif pengguna sekaligus meningkatkan literasi digital perencana anggaran daerah.
Secara keseluruhan, kebaruan SIHARGA mencakup lima aspek penting: (1) digitalisasi proses pengusulan harga barang yang sebelumnya manual; (2) integrasi otomatis dengan sistem SIPD nasional; (3) penggabungan data harga dan biaya tambahan secara terstandardisasi; (4) efisiensi proses persetujuan dan validasi harga satuan tertinggi; dan (5) penciptaan arsitektur sistem informasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIHARGA menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital dalam penganggaran publik bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak yang mampu menjawab tantangan teknokrasi modern di tingkat daerah.
B. DESAIN INOVASI
Desain inovasi SIHARGA merupakan solusi strategis untuk menjawab tantangan dalam proses pengusulan dan validasi Standar Satuan Harga (SSH) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Sebelum aplikasi ini diterapkan, proses penyampaian usulan harga barang dari perangkat daerah dilakukan secara manual dan memakan waktu lama karena harus melalui alur birokrasi yang kompleks. Kondisi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan RKA dan DPA, serta membuka potensi ketidaktepatan dan ketidakseragaman data harga antar OPD.
Konsep utama dalam desain SIHARGA adalah transformasi digital dalam manajemen data harga satuan barang/jasa. Aplikasi ini dirancang untuk menampung usulan harga dari seluruh perangkat daerah secara daring, termasuk komponen pembentuk harga seperti PPN, inflasi, ongkos kirim, dan biaya tambahan lainnya. Setelah usulan diverifikasi dan disetujui oleh Bidang Aset BPKAD, data tersebut otomatis terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Komponen utama desain SIHARGA meliputi: (1) sistem basis data harga satuan barang/jasa berbasis web, (2) mekanisme validasi harga berdasarkan referensi dan variabel pembentuk harga yang terdokumentasi, (3) dashboard pengelolaan data usulan yang dapat diakses oleh admin BPKAD dan OPD terkait, (4) integrasi teknis dengan sistem SIPD, dan (5) sistem dokumentasi dan histori perubahan harga yang transparan. Dengan arsitektur ini, SIHARGA mampu menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya berbelit, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penganggaran daerah.
Keunggulan desain ini tidak hanya terletak pada kemudahan teknis, tetapi juga pada kejelasan alur komunikasi antara OPD pengusul dan tim pengelola di BPKAD. Sistem ini mendukung kolaborasi aktif dan real-time antar pihak terkait, serta mengurangi kemungkinan data tumpang tindih atau tidak sinkron. Aplikasi SIHARGA juga dilengkapi dengan standar keamanan dan autentikasi pengguna, untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses dan mengedit data.
Secara keseluruhan, desain inovasi SIHARGA berhasil mentransformasikan paradigma pengelolaan standar harga barang di Kota Bekasi dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi proses, tetapi juga menciptakan ekosistem tata kelola anggaran yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Dengan potensi replikasi di berbagai daerah lain, SIHARGA menjadi model sistem informasi penganggaran yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif.
C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) SIHARGA disusun untuk memastikan seluruh proses pengajuan, verifikasi, dan penetapan Standar Satuan Harga (SSH) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berjalan secara sistematis, efisien, dan akuntabel. SOP ini menjadi panduan teknis utama bagi seluruh perangkat daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun perencanaan anggaran kegiatan secara digital dan terintegrasi.
SOP SIHARGA mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi birokrasi, integrasi sistem, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. Adapun tahapan operasional pelaksanaan inovasi SIHARGA sebagai berikut:
1. Pengajuan Usulan Harga Barang oleh Perangkat Daerah
· Setiap perangkat daerah menginput usulan harga barang/jasa ke dalam aplikasi SIHARGA disertai referensi harga dan sumber pembanding yang valid.
· Usulan dilengkapi komponen pembentuk harga seperti PPN, ongkos kirim, biaya pemasangan, serta proyeksi inflasi.
2. Verifikasi dan Validasi oleh Bidang Aset BPKAD
· Tim verifikator dari Bidang Aset BPKAD melakukan pengecekan terhadap kelayakan, kewajaran, dan kelengkapan dokumen usulan harga.
· Jika disetujui, harga akan dimasukkan ke dalam daftar sementara Standar Satuan Harga.
3. Penetapan Standar Satuan Harga melalui Sistem SIHARGA
· Daftar harga yang telah lolos verifikasi ditetapkan menjadi SSH Tahun Anggaran berjalan dan diinput secara otomatis ke sistem perencanaan anggaran SIPD.
· Proses ini menghilangkan kebutuhan penginputan manual ulang oleh perangkat daerah.
4. Sosialisasi dan Pelatihan
· Bidang Aset menyelenggarakan pelatihan teknis penggunaan SIHARGA kepada perencana di masing-masing OPD secara berkala.
· Modul pelatihan mencakup alur pengusulan, dokumentasi pendukung, serta simulasi integrasi dengan aplikasi SIPD.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Revisi Harga
· Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar terkini, terutama pada komoditas yang fluktuatif.
· Perangkat daerah dapat mengusulkan revisi harga melalui sistem SIHARGA pada periode yang telah ditentukan.
6. Dokumentasi dan Laporan
· Seluruh proses pengusulan, persetujuan, dan integrasi data terdokumentasi secara digital dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
· Laporan tahunan SIHARGA digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja penganggaran dan bahan audit keuangan daerah.
7. Dukungan Regulasi dan Keberlanjutan Sistem
· SOP ini didukung oleh berbagai regulasi seperti Permendagri 108/2016, Kepmendagri 900.1.15.5-1317/2023, dan Keputusan Wali Kota Bekasi terkait SSH.
· Dukungan pembiayaan operasional dan pengembangan SIHARGA bersumber dari APBD Kota Bekasi.
Dengan SOP ini, SIHARGA menjamin proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan secara akurat, efisien, dan tepat waktu. Prosedur ini juga membuka peluang pengembangan sistem lebih lanjut dan replikasi di daerah lain sebagai wujud digitalisasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif.

BAB III
PENUTUP

Inovasi SIHARGA merupakan perwujudan nyata dari transformasi sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Melalui pengembangan sistem digital yang terintegrasi, proses usulan harga dari perangkat daerah kini tidak lagi bergantung pada mekanisme manual yang lambat dan rentan kesalahan, melainkan ditangani secara otomatis dan terdokumentasi secara sistematis. Inovasi ini menjadi instrumen strategis yang mempercepat proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai dasar perencanaan anggaran seluruh perangkat daerah.
Penerapan SIHARGA menjawab tantangan birokrasi klasik dalam penganggaran dengan menghadirkan sistem yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Dengan dukungan regulasi seperti Permendagri, Kepmendagri, dan Keputusan Wali Kota, SIHARGA mampu menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara usulan kebutuhan perangkat daerah dan sistem perencanaan anggaran nasional (SIPD) secara langsung dan efisien. Hal ini memperkuat kualitas tata kelola anggaran yang akuntabel serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses belanja pemerintah.
Efektivitas SIHARGA tercermin dari meningkatnya kecepatan penginputan, keterpaduan data antar OPD, dan akurasi informasi harga barang/jasa yang digunakan dalam penyusunan RKA dan DPA. Selain itu, aplikasi ini berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar industri, inovasi, dan infrastruktur. Lebih lanjut, SIHARGA juga mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif.
Dengan struktur sistem yang fleksibel dan potensi pengembangan yang tinggi, SIHARGA layak direplikasi di kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai model digitalisasi penganggaran daerah. Replikasi inovasi ini akan mempercepat pembentukan ekosistem tata kelola keuangan daerah yang berbasis data, lebih transparan, dan efisien di tingkat nasional.
Keberlanjutan inovasi SIHARGA dijaga melalui dukungan kelembagaan Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi, penganggaran dari APBD, serta peningkatan kapasitas SDM secara berkala. Dengan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, SIHARGA tidak hanya menjawab permasalahan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi sistem anggaran masa depan yang terintegrasi, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
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